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RINGKASAN 
 

Perkembangan globalisasi telah membuka ruang interaksi yang semakin luas antara 
Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang tidak 
jarang berujung pada perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan campuran merupakan 
perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena 
perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 
Dibandingkan dengan perkawinan sesama WNI, perkawinan campuran 
menimbulkan problematika, khususnya dalam pengaturan harta benda perkawinan 
karena para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Untuk mengantisipasi 
timbulnya sengketa terkait harta kekayaan, pasangan dalam perkawinan campuran 
pada umumnya membuat perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum. 
Keberadaan perjanjian kawin menjadi sangat penting karena Undang-Undang 
Pokok Agraria membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi WNI. Tanpa 
adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, harta yang diperoleh 
selama perkawinan berpotensi dianggap sebagai harta bersama yang turut 
melibatkan kepentingan pihak asing. Permasalahan muncul ketika perjanjian kawin 
dibuat setelah perkawinan berlangsung atau mengalami keterlambatan pencatatan. 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin 
dimungkinkan dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Namun, putusan 
tersebut belum diikuti pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme 
pencatatannya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum prosedural dan 
ketidakseragaman praktik di lapangan. Ketidakseragaman tersebut tercermin dalam 
Putusan PN Depok Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Dpk, Putusan PT Bandung Nomor 
449/PDT/2016/PT.Bdg, dan Putusan PA Batam Nomor 1718/Pdt.G/2021/PA.Btm 
yang menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai keberlakuan perjanjian kawin 
yang terlambat dicatatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 
mengkaji kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan serta 
akibat hukum keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam 

 
1 2420216320001. 
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perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat 
dicatatkan pada dasarnya tetap sah dan mengikat bagi para pihak sepanjang 
memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek 
tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 147 KUHPerdata menegaskan 
bahwa perjanjian kawin wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan batal demi 
hukum apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Merujuk Pasal 47 Kompilasi 
Hukum Islam juga mengakui keabsahan perjanjian kawin sepanjang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Meskipun 
demikian, keabsahan perjanjian kawin secara materiil tidak otomatis 
menjadikannya berlaku terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin baru mempunyai kekuatan 
mengikat terhadap pihak ketiga setelah disahkan atau dicatatkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan. Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar kewajiban 
administratif, melainkan bentuk publisitas hukum agar pihak ketiga mengetahui 
adanya pemisahan harta dalam perkawinan tersebut. Apabila pencatatan dilakukan 
terlambat, perlindungan hukum bagi para pihak dapat ditempuh melalui mekanisme 
penetapan pengadilan. Hal ini terlihat dalam Putusan PN Depok Nomor 
160/Pdt.P/2018/PN.Dpk yang mengabulkan pengesahan perjanjian kawin pasca 
perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015. Dengan demikian, penetapan pengadilan dapat menjadi sarana 
perlindungan hukum guna memperoleh kepastian hukum terhadap perjanjian kawin 
yang terlambat dicatatkan. 
Keterlambatan pencatatan perjanjian kawin menimbulkan akibat hukum terhadap 
kepastian hukum, terutama terkait keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga dan 
status harta kekayaan. Selama perjanjian kawin belum dicatatkan, pihak ketiga 
secara hukum berhak menganggap bahwa ketentuan mengenai harta bersama masih 
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 
sejak dilangsungkannya perkawinan terjadi percampuran harta antara suami dan 
istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut juga 
sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa masing-
masing pihak berhak atas seperdua dari harta bersama apabila terjadi perceraian. 
Ketiga putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini pada dasarnya 
memiliki kesamaan pandangan bahwa perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan 
hanya berlaku sejak tanggal pencatatannya dan tidak berlaku surut terhadap pihak 
ketiga. Artinya, segala perbuatan hukum sebelum tanggal pencatatan tetap tunduk 
pada ketentuan harta bersama. Implikasi hukum yang paling besar dirasakan terkait 
kepemilikan hak atas tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran. Oleh karena 
itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas waktu, prosedur, dan 
akibat hukum keterlambatan pencatatan perjanjian kawin agar tercipta kepastian 
dan perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dalam perkawinan 
campuran. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Kepastian Hukum, 
Pencatatan, Pihak Ketiga. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian 
kawin yang terlambat dicatatkan dalam perkawinan campuran serta akibat hukum 
keterlambatan pencatatan terhadap kepastian hukum dalam perkawinan campuran. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum 
yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin yang terlambat 
dicatatkan tetap sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Namun, perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat secara 
sempurna terhadap pihak ketiga selama belum dicatatkan oleh pejabat yang 
berwenang, karena pencatatan berfungsi sebagai bentuk publikasi. Keterlambatan 
pencatatan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pemisahan harta 
dalam perkawinan campuran dan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait 
kepemilikan hak atas tanah oleh WNI berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-
Undang Pokok Agraria, pembagian harta bersama, serta hak waris apabila terjadi 
perceraian atau kematian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015 memberikan perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin hingga 
selama perkawinan berlangsung, namun belum mengatur secara rinci mengenai 
mekanisme dan akibat hukum keterlambatan pencatatannya. Analisis terhadap tiga 
putusan pengadilan memperlihatkan ketidakseragaman penafsiran yang 
mencerminkan kekosongan pengaturan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan 
pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum 
bagi para pihak maupun pihak ketiga. 
 

 
3 2420216320001. 
4 Pembimbing. 
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HALAMAN MOTO / PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Even if life feels sour like a tangerine picked too early, I believe there is still 
sweetness hidden inside, waiting for the right season, and the right person, to 

gently peel it open” 
(When Life Gives You Tangerine) 

 
“Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. 

Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri" 
(Hindia, Besok Mungkin Kita Sampai) 

 
"What’s past is past. As long as I’m alive, I can always begin again” 

(Taylor Swift - Begin Again) 
 

 

PERSEMBAHAN 
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Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, tidak ada kata yang mampu menggambarkan 
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setiap langkah hidup Penulis.  
 

Untuk para Dosen dan Pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusan telah 
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hingga tesis ini dapat diselesaikan. 
 

Untuk sahabat dan orang-orang terdekat, yang hadir sebagai penguat dalam lelah, 
penenang dalam resah, dan penyemangat dalam setiap proses. 

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat, meski sederhana, bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Kenotariatan. 
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